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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pendaftaran hak atas tanah komunalMasyarakat Hukum Adat di Desa Adat Pakraman Bungbungan, Kabupaten Jembrana, serta mencari hambatan dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum, jenis penelitian hukum empiris, melalui pendekatan yuridis sosiologis, Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa PakramanBungbungan. Adapun Hasil Penelitian ini adalah : Sudah terdapat 110 KK di Desa Pakraman Bungbungan yang telah mendaftarkan tanahnya, Pada pelaksanaannya proses pendaftaran tanah tidaklah mudah karena adanya beberapa hambatan diantaranya adalah Kurangnya pemahaman masyararakat terhadap pendaftaran tanah desa adat pakraman dan mengenai Subyek Haknya dari Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017, Adapun upaya yang dilakukan oleh pejabat pertanahan adalah memberikan informasi melalui sosialisasi dan pendekatan intens kepada masyarakat bahwa meskipun tanah tersebut telah bersertifikat tetapi tanah tersebut tidak dapat diperjualbelikandan akan selamanya menjadi milik desa. Hal ini dikarenakan subjek hak nya terletak pada Desa Adat Pakraman dan Obyeknya dikuasai secara komunal oleh masyarakat adat secara turun temurun.
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The Implementation of Hak Atas Tanah Komunal in Desa Adat Pakraman Bungbungan, Jembrana Regency, Bali Province
(A study on Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017)

ABSTRAC

The purpose of this study was analyzing the implementation of the registration on Tanah Komunal Masyarakat Hukum Adat in Desa Adat Pakraman Bungbungan, Jembrana. Regency and identifying obstacles and efforts that have been conducted by the government. The research mathed used in this study was Penelitian Hukum, espencially. Penelitian hukum empiris, through yuridis sosiologis approach.This study was condusted Desa Pakraman Bungbungan. The results this study was that. There are 110 family in Desa Pakraman bungbungan that have registered their land. The process of registering their land was not easy because there were many obstacles faced because they were lack society understanding on registration of Tanah Desa Adat Pakraman and subjek Haknya based on Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017. The effect conducted by the government this case was that by providing informetion through socializating and intense approaches to the sosiety. It is due to the subjek haknya is located in Desa adat Pakraman and the object is posessed secara Komunal I by the masyarakat adat inheritage.
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PENDAHULUAN
Indonesia merupakan Negara yang terdiri atas berbagai suku, agama, budaya dan bahasa.  Haltersebut menjadikan kekuatan tersendiri bagi Indonesiadalam melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah harus selalu memperhatikan hukum yang berlaku,  hal ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum. [footnoteRef:1] Sehingga segala kebijakan yang akan dibuat dan dilakukan oleh Pemerintah harus berdasar pada hukum yang berlaku.   [1:  Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945] 

Kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam adalah hal penting yang perlu disikapi secara serius oleh Pemerintah. Hal ini dikarenakan pengelolaan sumber daya alam berkenaan dengan kebutuhan utama dari seluruh masyarakat Indonesia. Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “Bumi,   air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. [footnoteRef:2]Salah satu obyek pengaturan sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Bumi. Bumi yang dimaksud di dalam pasal tersebut adalah permukaan bumi (tanah) dan tubuh bumi. Penguasaan dan kepemilikan tanah banyak menimbulkan konflik,   baik konflik vertikal,   maupun konflik horisontal.  Maka perlu adanya kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah bagi subyek hukum yang memiliki tanah.  [2:  Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945] 

Dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah di Indonesia telah diatur di dalam pasal 19 ayat (1) Undang Undang  Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,   tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) selanjutnya ditulis UUPA, yang mengatur bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayahRepublik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.  ”[footnoteRef:3] [3:  Ketentuan pasal 19 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria] 

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa pendaftaran tanah merupakan rangkaian. kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus,   berkesinambungan dan teratur.  meliputi pengumpulan,   pengolahan,   pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis,   dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.  [footnoteRef:4] Lebih lanjut dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa salah satu tujuan dilaksanakan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah,   satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan dan untuk itu kepada pemegang yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.   [4:  Ketentuan Pasal 1 angka 1Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah] 

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang  Pendaftaran tanah mengatur bahwa obyek pendaftaran tanah meliputi:
a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik,   hak guna usaha,   hak guna bangunan dan hak pakai;
b. Tanah hak pengelolaan;
c. Tanah wakaf;
d. Hak milik atas satuan rumah susun;
e. Hak tanggungan;
f. Tanah Negara.  
Adanya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu memberikan perluasan penafsiran tentang hak milik yang diatur di dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.   Hak milik yang awalnya didefinisikan sebagai obyek tanah yang dimiliki oleh individu,   saat ini dengan adanya Peraturan Menteri tersebut disebutkan bahwa hak milik dapat diberikan terhadap tanah yang dimiliki oleh suatu kelompok (komunal).  
Walaupun pengaturan tentang pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum dalam kepemilikan tanah di Indonesia telah di aturnamun pada implementasinya masih terdapat masalah-masalah dalam pendaftaran tanah.  Salah satu permasalahan yang timbul adalah pendaftaran tanah bagi masyarakat hukum Adat sebagaimana yang terdapat di Desa Pakraman Bungbungan,  Desa Yehembang,   Kecamatan Mendoyo,  Kabupaten Jembrana,  Provinsi Bali.  Berdasarkan hasil pra-survei dari penulis yang dilakukan di Desa Pakraman,   seluruh penduduk Desa masih belum ada yang memiliki sertifikat hak atas tanah.  
Sesuai dengan salah satu prinsip hukum adat dalam UUPA, bahwa UUPA adalah perangkat hukum yang berdasarkan atas hukum adat, walaupun kedudukan,   pengertian, dan ruang lingkup dari hukum adat yang dimaksudkan disini berbeda dengan kedudukan, pengertian dan ruang lingkup hukum adat tradisional yang dikenal sebelumnya. [footnoteRef:5]Sehingga merupakan suatu kewajaran apabila UUPA juga memberian kemungkinan terjadinya hak milik menurut ketentuan yang dahulunya dikenal dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia.  [5:  Abdurrahman,  Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia,   Akademia Pressindo,   Jakarta,   1984,   Hlm.   107] 

Adanya ketentuan di atas menurut Soedjono dapat menimbulkan suatu penafsiran bahwa, UUPA masih membuka peluang tanah adat dan tanah barat sehingga terdapat pula yang disebut hak milik adat dan hak milik barat.   Hak milik yang terjadi karena hukum adat akan menimbulkan apa yang disebut hukum adat,   dan hak milik yang terjadi karena penetapan pemerintah atau penetapan undang-undang menimbulkan hak milik menurut undang-undang. [footnoteRef:6] Namun demikian penulis menganalisis bahwa saat ini hak milik adat bukan hanya diakui eksistensinya berdasarkan hukum adat,   melainkan Negara telah menjamin kepastian hukumnya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu yang disahkan pada tanggal 21 Maret 2016.   [6:  Soedjono,  Prosedur Pendaftaran Tanah,   Rineka Cipta,   Jakarta,   2008,   Hlm.   8] 

Sertifikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, hal ini sangat berkaitandengan konteks penguasaan tanah adat dan/atau tanah ulayat,   Negara telah merespon penguasaan tanah adat oleh masyarakat adat yang selama ini masih ada dan diakui keberadaannya,   dengan diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu maka lahirlah satu jenis sertifikat baru yang disebut dengan sertifikat hak komunal.  Keberadaan sertifikat hak komunal dalam bingkai hukum UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah merupakan konsep hukum baru yang diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam kepastian hukum penguasaan tanah adat oleh masyarakat hukum adat. 
Hukum adat di Bali menyebut tanah druwe desa yaitu tanah-tanah adat yang berkaitan dengan persekutuan hukum adat. Tanah-tanah tersebut letaknya di Desa adat Bali atau biasa disebut sebagai Desa Pakraman. Tanah druwe desa  dikonsepsikan oleh Pemerintah sebagai tanah komunal yang perlu juga untuk disertifikatkan guna memperoleh kepastian hukum dalam hal kepemilikannya.  Desa Pakraman telah ditetapkan sebagai Desa adat yang berhak memiliki hak komunal atas tanah berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19. 2/X/2017 Tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) atas Tanah. Namun pada implementasinya pemangku adat Desa Pakraman sebagai pihak yang berwenang dalam mendapatkan sertifikat hak komunal atas tanah sebagai perwakilan dari seluruh masyarakat Desa masih belum mendapatkan sertifikat tersebut sebagai kepastian hukum dalam kepemilikan tanah. 
 Berdasarkan Hasil pra-survei penulis dengan beberapa masyarakat adat  Desa Pakraman ditemukan bahwa tanah pakarangan tidak disertifikatdi Desanya.  Hal tersebut karena beberapa masyarakat adat di Bali berpandangan bahwa bila tanah adatnya telah memiliki sertifikat,   maka peluang tanahnya untuk beralih kepada pihak lain akan semakin besar.  Hal ini tentu menjadi kendala bagi Pemerintah dalam melaksanakan program pendaftaran tanah. Maka berdasarkan permasalahan tersebut,   penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Pendaftaran Hak atas Tanah Komunal Di Desa PakramanBungbungan,   Kabupaten Jembrana,   Provinsi Bali (Studi Keputusan Menteri ATR/ BPN Nomor 276/KEP-19.  2/X/2017). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena yang berusaha penulis lihat adalah pendaftaran tanah pekarangan desa yang memang baru diwajibkan semenjak tahun 2017. dimana hal ini merupakan suatu hal yang baru bagi masyarakat adat di bali. 
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah Implementasi pendaftaran hak atas tanah komunal Masyarakat Hukum Adat di Desa Pakraman Bungbungan Kabupaten Jembrana?
2. Apa hambatan dan upaya dari Pemerintah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam kepemilikan hak komunal masyarakat hukum adat di Desa Pakraman Bungbungan Kabupaten Jembrana?

Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun metode pendekatan untuk penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan pendekatan dengan menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma ketika bekerja dalam masyarakat. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa PakramanBungbungan,  Desa Yehembang,   Kecamatan Mendoyo,  Kabupaten Jembrana,   Provinsi Bali dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana. Populasi dalam penelitian ini adalah Perangkat desa yaitu Bendesa Adat dan perangkat desa serta 11 Kepala keluarga di Desa Pakraman Bungbungan,   Desa Yehembang,   Kecamatan Mendoyo,   Kabupaten Jembrana,   Provinsi Bali yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat atau hak komunal atas tanah. Sampel penelitian yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel dengan metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Jenis data pada penelitian ini terbagi atas 3 jenis. Yaitu : data primer,   data sekunder,   dan data tersier.  Data primer dalam penelitian ini berupa penjelasan dari Bendesa  Adat, Kepala Desa/PerbekelDesa Yehembang,  dan beberapa Pejabat dan Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana sebagai responden. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, artikel ilmiah,  buku-buku,  hasil penelitian yang berwujud laporan,   dan sebagainya.  Data tersier digunakan oleh penulis sebagai data pendukung dalam penelitian ini.  Setidak-tidaknya berupa :
1) Kamus Hukum;
2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).  
Analisis data sekunder dilakukan dengan menggunakan analisis asas-asas hukum,  dimana intisari perundang-undangan yang terkait dengan hambatan pendaftaran tanah komunal masyarakat hukum adat di Desa Pakraman Bungbungan

Pembahasan
1. IMPLEMENTASI PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH KOMUNAL DI DESA ADAT PAKRAMAN BUNGBUNGAN,   KABUPATEN JEMBRANA,   PROVINSI BALI (Studi Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 276/KEP-19.  2/X/2017)

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat memiliki 2 (dua) syarat yaitusyarat eksistensi. Artinya bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat tetap diakui apabila dalam kenyataannya masih ada. Syarat kedua adalah syarat pelaksanaan,   yang artinya bahwa pelaksanaan hak ulayat tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku.  Pengakuan dan perlindungan hak ulayat yang diatur dalam UUPA tersebut mengandung pengertian bahwa secara yuridis pengakuan dan perlindungan hak ulayat berada dalam posisi yang lemah. Kewenangan yang dimiliki masyarakat hukum adat untuk mengatur penggunaan hak ulayatnya menjadi sangat terhimpit, karena sistem di dalam Pemerintahan Indonesia saat ini sulit untuk memberikan kemungkinan bagi masyarakat hukum adat untuk dapat mengambil perannya tersebut.  
Adanya klausul dalam UUPA yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dibatasi oleh adanya kepentingan nasional dan negara juga sangat abstrak karena nantinya dapat ditafsirkan secara luas, selain itu penyebutan “hak ulayat’ dan “masyarakat hukum adat” dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 UUPA tidak jelasdan samar-samar, sehingga berimplikasi pada ketidakjelasan padapenjabaran, dan kurangnya sosialisasi mengenai hak ulayat, sehingga pasal-pasal tersebut hanya menjadi pasal tidur saja.[footnoteRef:7] [7:  Djamanat Samosir,  Hukum Adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia,  (Bandung:Nuansa Aulia,   2013),   hlm.   105] 

Pemberian pengakuan dengan pembatasan tersebutlah yang menjadikan posisi dari hak ulayat tersebut menjadi lemah, menurut Boedi Harsono UUPA tidak menghapus hak ulayat, namun UUPA juga tidak akan mengaturnya secara rinci karena, diaturnya hak ulayat maka akan berakibat langgengnya eksistensi dari hak ulayat tersebut. Pengakuan terhadap hak ulayat tanpa adanya pengaturan mengenai hak tersebut akan menjadi suatu dilema tersendiri karena pengaturan hak ulayat dalam UUPA bukanlah pengaturan yangmemberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat sebagaimana tujuan dan hakikat dari suatu norma hukum.[footnoteRef:8] [8:  Boedi Harsono,  Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria,   Isi dan Pelaksanaannya,  Cetakan ke-12(Jakarta:Djambatan,  2008),   hlm.  193.  ] 

Pada tahun 1999 Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pernah mengeluarkan Peraturan Menteri Agaria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut dengan Permen Agraria Nomor 5 Tahun 1999),   diberlakukannya aturan tersebut karena dipandang perlu adanya sosialisasi yang menyeluruh mengenai konsep dari tanah adat/tanah ulayat serta dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan pemahaman dari pihak-pihak terkait sebagai pelaksana dari peraturan yang mengatur mengenai keberadaan tanah adat/tanah ulayat tersebut. Permen Agraria Nomor 5 Tahun 1999 telah mengatur mengenai eksistensi dan pengakuan Negara atastanah ulayat masyarakat hukum adat, dalam pasal 5 ayat (2) Permen Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa keberadaan tanah ulayat akan dinyatakan dalam sebuah peta dasar pendaftaran tanah.[footnoteRef:9] [9: Pasal 5 ayat (2) Permen Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adatmenyebutkan bahwa “keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum Adat yang masih ada sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi,   dan apabila memungkinkan,   menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah] 

Keberadaan tanah adat di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan nama dan pola pengaturan berdasarkan tatanan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Hukum adat memiliki konsepsi komunalistik religius yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dan sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik menunjukkan adanya hak bersama atas tanah dari para anggota masyarakat hukum adat yang selanjutnya dikenal dengan sebutan tanah ulayat atau tanah komunal. Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang kepada masyarakat hukum adat, sebagai pendukung kehidupan dan penghidupan masyarakat tersebut sepanjang masa.[footnoteRef:10] Tanah ulayat juga diyakini sebagai alat untuk mempererat hubungan kekerabatan masyarakat hukum adat dan menunjukkan satuan wilayah yang dikuasainya.   [10:  Boedi Harsono,   Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria,   Jakarta,   Djambatan.  Tahun 2003,   hlm 159] 

Tanah adat di Bali dikenal dengan tanah Druwe Desa yang berada di bawah kekuasaan desa pakraman. Desa pakraman adalah istilah yang digunakan untuk menyebut lembaga sosial religius yang menaungi kesatuan masyarakat hukum adat yang ada pada tiap-tiap desa di Bali. Desa pakraman mempunyai hak otonomi bersumber dari hukum adat untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Secara garis besar otonomi desa pakraman meliputi membuat aturan sendiri (Awig-Awig),   melaksanakan sendiri peraturan yang dibuat (melalui prajuru),   mengadili dan menyelesaikan sendiri suatu permasalahan (dalam lembaga kertha desa) dan melakukan pengamanan sendiri (melalui pekemitan,   pegebagan,   pecalangan).  [footnoteRef:11] [11: ] 

Pengakuan tanah adat dapat juga dilihat pada Pasal II ayat (1) Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA. Dari ketentuan tersebut jelas menunjukkan bahwa pengakuan tanah adat di Indonesia, khususnya di Bali telah diakui dalam UUPA dengan istilah hak atas Druwe Desa dan dapat dikonversi menjadi hak milik sepanjang pemegang haknya memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 UUPA.   Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA juga secara tegas menetapkan tanah-tanah yang telah dikuasai rakyat secara adat diakui sebagai tanah hakmilik adat,   kecuali tanah yang sejak awal merupakan tanah komunal atau tanah-tanah untuk kepentingan tertentu. Berdasarkan ketentuan itu, tanah yang berstatus (bekas) hak milik adat dan tanah (bekas) hak Indonesia lainnya, penetapan haknya melalui prosedur konversi, baik penegasan konversi maupun melalui pengakuan hak dengan memenuhi asas publisitas,   yaitu pengumuman guna memberikan kesempatan bagi orang lain yang merasa keberatan.[footnoteRef:12] [12: ] 

Adanya ketentuan konversi tersebut diharapkan membawa angin segar dalam menjamin kepastian hukum terhadap pemilikan tanah adat oleh desa pakraman di Bali. Namun dalam prakteknya, ketentuan konversi tersebut rentan menimbulkan konflik atas pemilikan dan penguasaan tanah adat. Tanah adat di Bali merupakan tanah bersama yang dimiliki dan dikuasai oleh desa pakraman secara komunal.  Sebagian tanah komunal ini penguasaannya diserahkan kepada anggota masyarakat desa pakraman (krama desa) sebagai tanah individual tidak penuh, yakni tanah Pekarangan Desa (PkD)dan tanah Ayahan Desa (AyDs). Namun yang menjadi kekhawatiran dari Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA tersebut adalah adanya konversi tanah Pekarangan Desa (PkD) dan tanah Ayahan Desa (AyDs) menjadi tanah individual penuh, seperti kasus tanah Pekarangan Desa (PkD) di Desa Pakraman Lemukih (Kabupaten Buleleng), kasus tanah Ayahan Desa (AyDs) di Desa Pakraman Culik (Kabupaten Karangasem), kasus tanah Pekarangan Desa (PkD) di Desa Pakraman Kemenuh (Kabupaten Gianyar), kasus tanah Pekarangan Desa (PkD) dan tanah Ayahan Desa (AyDs) di Desa Pakraman Tamanbali (Kabupaten Bangli),   serta kasus tanah Pekarangan Desa (PkD) dan tanah Ayahan Desa (AyDs) di Desa Pakraman Tusan (Kabupaten Klungkung) (Suwitra 2010). Jika tanah adat ini dikonversi menjadi tanah individual penuh (hak milik pribadi), maka akan dapat melemahkan bahkan menghilangkan eksistensi dari tanah Druwe Desa di Bali.   Lama-kelamaan tanah tersebut akan dapat dialihkan kepada orang luar (bukan krama desa pakraman) dan akan menghilangkan segala kewajiban yang melekat pada tanah tersebut.  
Tanah Druwe Desa (arti luas) merupakan tanah milik desa pakraman yang terdiri dari tanah Druwe Desa (arti sempit), tanah Pura, tanah Pekarangan Desa (PkD) dan tanah Ayahan Desa (AyDs). Berdasarkan Ketentuan Konversi UUPA,   nampak ada tiga subjek hak yang dapat melakukan permohonan konversi terhadap tanah Druwe Desa menjadi tanah milik, yaitu desa pakraman, lembaga Pura dan anggota masyarakat desa pakraman (krama desa). Tanah Pura dapat diterbitkan sertifikat hak milik melalui permohonan konversi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.  556/DJA/1986.  Hal ini merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, salah satunya adalah Badan Keagamaan (Sukarja 2009). Oleh karena itu, tanah Pura yang dimiliki oleh desa pakraman sudah dapat disertifikatkan atas nama Pura, karena sebelumnya ada yang disertifikatkan atas nama pribadi prajuru (pengurus) atau pemangku (petugas keagamaan) yang bertanggung jawab atas Pura tersebut.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963,  desa pakraman tidak ditunjuk sebagai subjek hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hal ini mengakibatkan desa pakraman tidak dapat mensertifikatkan tanah Druwe Desa sebagai hak milik atas tanah yang terkuat dan terpenuh menurut hukum pertanahan yang berlaku. Atas dasar itulah merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, Surat Gubernur Provinsi Bali Nomor 590/70/B.Tapem tentang Hasil Rapat Koordinasi Proses Pengusulan Desa Pakraman Sebagai Subjek Hak Milik Atas Tanah dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 1329/8-51/IX/2017 tentang Usulan Penunjukan Pakraman sebagai Subjek Hak Milik Atas Tanah,   diterbitkanlah Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/Kep-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah,   sehingga tanah Druwe Desa dapat disertifikatkan atas nama desa pakraman.  
Tanah Druwe Desa di Bali dapat dijabarkan dalam arti luas dan arti sempit.  Dalam arti yang luas tanah Druwe Desa meliputi (Dharmayuda dalam Sukarja,   2009),   yaitu: 
1. Tanah Druwe Desa (arti sempit) adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai desa pakraman yang bisa didapat melalui usaha-usaha pembelian ataupun usaha lainnya,   meliputi tanah Pasar,   tanah Kuburan/Setra,  tanah Lapangan dan tanah Balai Desa;
2. Tanah Pura merupakan tanah-tanah yang dulunya milik desa yang khusus dipergunakan untuk keperluan Pura.   Tanah Pura ini ada dua macam yaitu tanah yang khusus untuk tempat pembangunan Pura (tanah Tegak Pura) dan tanah yang diperuntukan guna pembiayaan keperluan Pura (tanah Palaba Pura),   misalnya untuk keperluan biaya rutin dan biaya perbaikan Pura;
3. Tanah Pekarangan Desa (PkD) merupakan tanah yang dimiliki oleh desa pakraman yang diberikan kepada krama desa untuk tempat mendirikan perumahan dalam ukuran luas tertentu dan hampir sama untuk tiap keluarga;
4. Tanah Ayahan Desa (AyDs) adalah tanah desa pakraman yang dipergunakan untuk pertanian dan penggarapannya diserahkan kepada masing-masing krama desa dengan hak untuk dinikmati dan kewajiban untuk memberikan ayahankepadadesa pakraman;
Diterbitkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/Kep-19. 2/X/2017, diharapkan mampu menjamin kepastian hukum tanah Druwe Desa di Bali melalui penerbitan sertifikat tanah.   Pada proses pelaksanaan nya pendaftaran hak atas tanah saat ini sudah mengunakakan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang disingkat dengan PTSL. Langkah yang dilakukan untuk mempercepat proses pendaftaran tanah melalui Participatory Land Registration (PaLar) yang melibatkan masyarakat secara aktif baik dalam pengumpulan data yuridis maupun data fisik dalam PTSL. Di dalam Peraturan Menteri  Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa data yuridis adalah informasi mengenai status penguasaan dari suatu  bidang tanah dan satuan rumah susun,  pemegang hak, pihak yang menguasai, dan hak serta beban lain yang melekat dalam satuan bidang tanah atau satuan rumah susun tersebut.  
Untuk  data fisik sendiri merupakan informasi yang mencakup letak, batas,  dan luas dari bidang tanah dan satuan rumah susun, serta informasi mengenai bangunan atau bagian bangunan yang ada diatasnya.  Seminar Nasional Geomatika 2018: Penggunaan dan Pengembangan Produk Informasi Geospasial Mendukung Daya Saing Nasional60 kepemilikan tanah di seluruh Indonesia. Untuk percepatan proses pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPA, pemerintah melalui Kementerian ATR/ BPN melaksanakan Program Prioritas Nasional yang dikenal dengan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).  
PTSL sendiri merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dalam satu wilayah administrasi desa/ kelurahan atau setingkat yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis.  Kegiatan ini dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia.  Target nasional PTSl yang dicanangkan oleh pemerintah sebesar 8.394.000 bidang untuk target pengukuran dan 7.842.317 bidang untuk target yuridis (Kementerian ATR/ BPN,  2018).  Di Provinsi Bali yang menjadi lokasi penelitian, memperoleh target PTSL sebesar 270. 000 bidang,  baik untuk target pengukuran maupun yuridisnya dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana memperoleh target 18. 100 bidang. Langkah yang dilakukan untuk mempercepat proses pendaftaran tanah melalui PTSL salah satunya dengan Participatory Land Registration(PaLar) yang melibatkan masyarakat secara aktif baik dalam pengumpulan data yuridis maupun data fisik dalam PTSL.  Di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa data yuridis adalah informasi mengenai status penguasaan dari suatu bidang tanah dan satuan rumah susun,  pemegang hak,  pihak yang menguasai, dan hak serta beban lain yang melekat dalam satuan bidang tanah atau satuan rumah susun tersebut.  Untuk data fisik sendiri merupakan informasi yang mencakup letak, batas,  dan luas dari bidang tanah dan satuan rumah susun, serta informasi mengenai bangunan atau bagian bangunan yang ada diatasnya. 
Participatory Land Registration(PaLar) pada dasarnya merupakan pendekatan dalam proses pendaftaran tanah melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pengumpulan data yuridis maupun data fisik yang diperlukan untuk kelengkapan administrasi pertanahan. Menurut Asiama, dkk. (2017), PaLar meliputi 4 (empat) aspek, yaitu: (1) pengaruh dari pemerintah dan para profesional (top-down); (2) kontribusi masyarakat; (3) inovasi teknologi; dan (4) kebutuhan masyarakat.  Dalam pelaksanaannya, PaLaR dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pengumpulan data yuridis melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pengisian formulir isian inventarisasi dan identifikasi peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),  yang dapat dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data fisik,  yaitu pemetaan partisipatif masyarakat dalam rangka penyusunan peta kerja. Hasil dari pengumpulan data fisik adalah peta bidang tanah. Untuk memperoleh peta bidang tanah perlu dilakukan terlebih dahulu pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Dalam rangka mempermudah kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah perlu disusun terlebih dahulu peta kerja. Peta kerja digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk identifikasi, delineasi, dan pemetaan batas bidang tanah,  baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.  Pengumpulan informasi yang diperlukan dalam peta kerja seperti informasi mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah yang akurat dapat dioptimalkan dengan pemetaan partisipatif. Masyarakat dianggap mengetahui dengan jelas keberadaan bidang tanah yang mereka miliki beserta batas di sekeliling bidang tanah tersebut.  Selain itu,  masyarakat diharapkan dapat membantu dalam pengumpulan informasi mengenai bidang tanah terdaftar dan belum terdaftar,  sehingga dapat diketahui secara pasti obyek yang dapat diikutsertakan dalam program PTSL. [footnoteRef:13] [13: Anastasia Erista Purnama Wardani,  Participatory Land Registration (Palar) Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Sitematik Lengkap (Ptsl) Di Provinsi Bali 
, diaksesmelaluihttps://www. researchgate. net/publication/331227470_PARTICIPATORY_LAND_REGISTRATION_PaLaR_DALAM_PERCEPATAN_PENDAFTARAN_TANAH_SITEMATIK_LENGKAP_PTSL_DI_PROVINSI_BALI,  Pada tanggal 6 Juni 2019] 







Berikut ini adalah tahapan pelaksanaan PTSL yang dibagi menjadi beberapa tahapan,  yaitu:
Bagan 1.  Tahapan Pelaksanaan PTSL
Pendataan
Penyuluhan
Pengukuran


Sidang Panitia A
Penerbitan Sertifikat
Pengumuman dan pengesahan



1. Penyuluhan: penyuluhan ini akan dijadwalkan terlebih dahulu dan dilaksanakan oleh petugas BPN yang berada di wilayah desa atau kelurahan;
2. Pendataan/Pengumpulan Data Fisik dan Yuridis : setelah dilaksanakan penyuluhan,  lalu petugas akan melakukan pendataan kepada masyarakat dengan menanyakan status kepemilikan tanah,  cara perolehan tanah tersebut,  apakah dari warisan,  hibah ataupun jual beli dan juga bukti setor BPHTB dan PPh  (kecuali untuk masyarakat yang tidak mampu dibebaskan untuk biayaini) yang sudah dibayarkan;adapun persyaratan yang harus dilengkapi adalah  Fotocopy Identitas diri (KTP,  KK),  Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi,  Riwayat tanah (Jual beli,  hibah atau Warisan),  Fotocopy Letter C(SPPT) dan untuk permohonan tanah Desa Adat Pakraman dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Desa Adat bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Desa AdatPakraman dan diketahui oleh Bendesa adat dan susunan pengurus desa adat yang ada di Desa Pakraman. 
3. Pengukuran,  setelah melewati proses administrasi dan dikatakan lolos,  selanjutnya petugas akan melakukan pengukuran.  Pengukuran tersebut meliputi panjang dan lebarnya tanah yang dimilki,  batas tanah yang menjadi pembatas yang telah mendapat persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan,  bentuk bidang dan juga luas bidang tanahnya;
4. Sidang Panitia A: sidang ini beranggotakan 3 orang BPN dan satu orang perwakilan dari desa atau kelurahan.  Tujuan dari pengadaan sidang ini adalah untuk meneliti data yuridis,  pemeriksaan lapangan,  mencatat sanggahan,  menarik kesimpulan serta mendapatkan keterangan tambahan;
5. Pengumumandata fisik dan yuridis danPengesahan: setelah melewati  sidang panitia,  maka panitia akan mengumumkan hasilnya,  lalu petugas akan melakukan pengesahan kurang lebih 14 hari setelah pengumuman itu ditempel di Kantor Desa atau Kantor Kelurahan ataupun Kantor Pertanahan setempat.  Apabila dalam jangka waktu 14 hari   setelah pengumuman tersebut tidak ada sanggahan,  artinya tanah yang didaftarkan aman,  bukan tanah sengketa dan dapat dilanjutkan untuk penerbitan sertifikat.  Pengumuman tersebut sekurang-kurangnya berisi nama pemilik tanah,  luas tanah,  letak tanah dan bidang tanah;
6. Penerbitan Sertifikat: tahap terakhir yaitu penerbitan sertifikat oleh kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang menjadi bukti otentik seseorang atas kepemilikan tanah miliknya yang dibagikan langsung kepada pemilik tanah. 
Adapun biaya untuk program ini dibebankan kepada pemerintah atau dengan kata lain gratis (tidak dipungut biaya).  Peserta PTSL hanya dibebankan untuk membayar penyediaan surat tanah untuk tanah yang belum memiliki surat tanah,  pembuatan dan pemasangan tanda batas,  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) jika terkena,  dan lain-lain seperti materai,  fotokopi Letter C ataupun biaya saksi. [footnoteRef:14] [14: Irma Devita, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Mitra Klinik Hukum online,  diakses melalui https://irmadevita. com/2019/pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-ptsl/,  pada tanggal 6 Juni 2019
] 

1.1 Hambatan dan upaya dari Pemerintah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam kepemilikan hak komunal masyarakat hukum adat di Desa Pakraman Bungbungan Kabupaten Jembrana
		Tanah pekarangan desa yang sering disingkat dengan nama PKD,  adalah tanah milik desa yang diberikan kepada krama desa untuk tempat mendirikan perumahan yang lazimnya dalam ukuran luas tertentu dan hampir sama untuk setiap keluarga.  pengertian ini perlu ditambahkan dengan kalimat mempunyai kaitan dengan kewajiban ngayah desa.  Krama (anggota) masyarakat desa yang menguasai pekarangan desa berkewajiban untuk melakukan ayahan desa.  Biasanya desa yang memiliki PKD merupakan ayahan ngarep berdasarkan jumlah karang desa artinya setiap satu PKD hanya diwajibkan satu orang pengayah ngarep.  Krama jangkep atau setiap kepala keluarga (KK) yang lainnya berkedudukan sebagai pengayah pengele atau pengampel yang artinya warga tersebut ikut menempati PKD tersebut namun sebagai krama yang dinomor duakan. 
		Ketentuan tentang pengaturan ini diatur dalam awig-awig desa pakraman baik yang sudah dituliskan maupun yang belum dituliskan.  Ngayah desa mengandung arti melakukan segala kewajiban yang berhubungan dengan desa pakraman,  termasuk dalam kaitannya dengan melakukan segala kewajiban terhadap khayangan tiga (khayangan desa).  Jadi dengan demikian tanah adat Bali berkaitan erat dengan kewajiban-kewajiban keagamaan dalam hal ini Agama Hindu.  Dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali menentukan bahwa “ Krama desa/krama banjar pakraman data dan atau yang bendesa bertempat tinggal diwilayah desa/banjar pakraman atau ditempat lain yang menjadi warga desa pakraman/banjar pakraman. 
		Selanjutnya Pasal 1 angka 7 ditentukan ”Krama pengempon/pengemong adalah krama desa pakraman /krama banjar pakraman yang mempunyai ikatan lahir batin terhadap pemeliharaan,  perawatan,  dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan upacara di khayangan tersebut,  Dalam hubungan tersebut tepatlah apa yang di kemukakan oleh Suojo Wignuyodiputro yang menyatakan bahwa antara persekutuan,  dengan tanah yang didudukinya mempunyai hubungan yang bersifat religio magis. [footnoteRef:15] [15: Dewa Ayu Oka Aspriani dan Rachmad Budiono,   S.  H.  ,  M.  H.  ,  Status Kepemilikan Tanah Druwe  Desa Di Bali,   diaskes melalui https://www.  academia. edu/6928469/STATUS_KEPEMILIKAN_TANAH_DRUWE_DESA_DI_BALI,   pada tanggal  23 Mei  2019.  ] 

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari 11 Kuisioner yang penulis sebar kepada masyarakat di desa Pakraman bungbungan maka ditemukan adanya beberapa hambatan terkait dengan proses pensertifikatan tanah yaitu mereka khawatir bahwa nantinya tanah pekarangan desa dapat dialihkan kepada pihak lain atau dijual oleh pemilik sertifikat.   Untuk menjawab permasalahan tersebut maka peneliti membuat 2 variabel penelitian  yaitu Hubungan masyarakat adat dengan tanah dikaji dari aspek agama dan Hubungan masyarakat adat dengan tanah dikaji dari aspek hukum yang berlaku di daerah bali .

2. Hambatan Pemerintah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam kepemilikan hak komunal masyarakat hukum adat di Desa Pakraman Bungbungan Kabupaten Jembrana
Pendaftaran tanah pekarangan desa hanya melahirkan 2 hak yaitu hak menempati dan hak menguasai tanah secara turun-temurun,   tetapi tiidak dapat dialihkan kepada orang lain.   Untuk memperoleh mengenai kepemilikan tanah maka BPN melakukan pengukuran dengan cara berkoordinasi dengan masyarakat sekitar dan perangkat desa yang mengetahui riwayat tanah adat yang terdapat di desa bungbungan,   untuk batas penguasaan atas tanah pekarangan sendiri tidak ditentukan,   namun rata-rata luas nya 800 m2.   Adapun upaya dan hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pekarangan desa adalah :
a. Hambatan dari masyarakat
1. Masih ada hubungan kekerabatan antar masyarakat yang mendiami  desa  adat  pakraman bungbungan,   sehingga masyarakat tidak ingin tanah tersebut nantinya dialihkan kepada pendatang.  
2. Kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait dengan proses pendaftaran tanah komunal melalui PTSL 2019.  
3. Masyarakat khawatir bahwa tanah yang sudah disertifikat dapat digadaikan atau dijual pada pihak lain.  
4. Belum ada kesepakatan diantara pemucuk desa adat dan masyarakat untuk mendaftarkan tanah pekarangan desa.  
5. Masalah alat pembuktian pemilikan tanah
6. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan karena mereka berpikir bahwa tanah yang mereka tempati milik desa adat pakraman. 
7. Respon masyarakat yang kurang terutama pada bidang yang terindikasi K1,  K4 dan pada pemasangan tanda batas,  banyak yang belum dilaksanakan padahal sangat penting untuk mengurangi permasalahan terutama tentang sengketa batas. 
8. Masih Lemahnya peran aktif aparat desa merespon proyek strategis nasional dikarenakan banyaknya pekerjaan yang mereka lakukan.  Pendampingan dan penunjukan batas tidak bisa setiap hari  sehingga tidak efektif waktu. 
9. Faktor vegetasi/medan yang masih rimbun dan pemohon tidak mau membersihkan  lokasi sehingga menyulitkan dalam pengukuran walaupun dengan GPS RTK. 
10. Pemilik bidang tanah yang tempat tinggalnya diluar desa,  kecamatan atau di luar kabupaten. 
b. Hambatan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana
1. Belum tersedianya kerangka dasar teknis,   peta dasar,   terutama peta kadasteral. 
2. Sulit mengumpulkan warga dalam melakukan sosialisasi.  
3. Kurangnya respon dari Pemerintah Kabupaten dalam memperlancar proses pensertifikatan tanah
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Petugas Ukur hanya berjumlah 10 orang untuk target sebesar 18. 100 bidang. 
3. Aplikasi sering error sehingga memperlambat dalam proses pengolahan data fisik dan entry data yuridis. 
4. Tata Kelola Arsip GS/SU/SUS dan GU yang kurang bagus sehingga menyulitkan dalam proses pencariannya. 
	 Upaya dari Pemerintah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam kepemilikan hak komunal masyarakat hukum adat di Desa Pakraman Bungbungan Kabupaten Jembrana
1. Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana melakukan sosialisasi terkait kebijakan pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang menyatakan bahwa seluruh bidang-bidang tanah yang ada dan belum didaftar harus segera didaftarkan untuk proses  pensertifikatan tanah,   untuk desa adat pekaraman sendiri tanah pekarangan desa dapat didaftarkan setelah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri  ATR/BPN Nomor :  276/KEP-19.  2/X/2017. 
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana melakukan pendekatan kepada Bendesa Adat di Desa Adat Pakraman Bungbungan agar nantinya Bendesa Adat dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat adat bahwa pensertifikatan tanah alas haknya hanyalah hak untuk menguasai tanah dan mewarisi tanah tapi tidak untuk digadaikan dan dijual karena kepemilikan atas tanah merupakan hak milik Desa Adat Pakraman Bungbungan.    Jadi kemungkinan untuk menjual tanah dan mengggadaikannya bukanlah proses yang mudah karena harus mendapat persetujuan bendesa adat dan seluruh masyarakat di desa adat pakraman bungbungan.  
3. Pada awalnya masyarakat adat di desa adat bungbungan belum membuat kesepakatan untuk mendaftarkan tanah miliknya,   namun Petugas Pendataan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana berusaha untuk mendekati para tokoh masyarakat dan bendesa adat untukmeyakinkan mereka bahwa pensertifikatan ini penting sebagai alat bukti penguasaan atas tanah yang dikuasai/ditempati oleh masyarakat sehingga dapat memberikan kepastian hukum.  
4. Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana melakukan pengukuran dan pemetaan tanah di desa adat pakraman bungbungan tujuannya adalah untuk mempermudah proses pendaftaran tanah dan Identifikasi bidang tanah,   setelah pengukuran ini dilakukan maka masyarakat nantinya dapat melakukan pendaftaram tanah secara online.  
5. Membuat jadwal yang disepakati bersama dengan aparatur desa agar bisa melakukan pendampingan saat proses pengukuran. 
6. Meminta kepada aparat desa terkait untuk menghimbau warganya membantu membersihkan lokasi agar mempermudah petugas saat pengukuran. 
7. Terus Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk kelancaran aplikasi. 
8. Memperbaiki penyimpanan dan pengelolaan arsip baik GU/SU/SUS maupun BT. 
Kesimpulan

1. Masyarakat desa adat Pakraman Bungbungan sudah mendaftarkan tanah adatnya setidaknya ada 110 KK yang sudah mendaftar,  pendaftaran tanah pekarangan desa ini melahirkan 2 hak yaitu hak menguasai dan hak menempati bukan hak milik,  jadi tidak dapat di alihkan pada pihak lain karena merupakan hak milik desa,  untuk proses pendaftaran tanah desa adat pakraman  ini mengunakan Program Strategis Pemerintah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),  pelayanannya lebih cepat dari pada pendaftaran tanah sistematik,   pada PTSL 2019 ini proses  pengumuman hanya membutuhkan waktu 14 hari .  
2. Hambatan pada pelaksanaan pendaftaran tanah komunal:  Ketidaktahuan masyarakat akan status kepemilikan hak atas tanah yang mereka tempati, mereka khawatir bahwa tanah tersebut nantinya dapat dijual pada pihak lain. Adapun Upaya yang dilakukan oleh pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana ialah melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat terkai hak yang lahir akibat pensertipikatan tanah tersebut.
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